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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2020, dunia tengah dilanda perlambatan ekonomi global
yang mengakibatkan adanya risiko ketidakpastian akibat dari pandemi corona
virus. Di awal tahun 2022, terdapat ketegangan geopolitik yang berlangsung
antara negara negara eropa terutama dengan adanya konflik antara Russia
dengan Ukraina. Indonesia, secara tidak langsung juga merasakan akibat dari
perlambatan ekonomi dan ketegangan tersebut. Dalam rangka mempercepat
pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dalam
rangka merumuskan berbagai kebijakan salah satunya terkait dengan

penerimaan Indonesia utama yaitu dari pajak.

Selama ini, pembangunan skala nasional yang dilakukan adalah
merupakan suatu upaya yang-dilakukan terus menerus dan bertujuan untuk
mewujudukan-kesejahteraan bangsa, yang memperhatikan nilai spiritual
maupun-nilai-materiil. Untuk-mewujudkan kesejahteraan bangsa, perlu ada
solusi atas masalah yang terjadi harus menjadi perhatian untuk dapat

diselesaikan dalam rangka melakukan pembangunan.

Pajak merupakan opsi utama dalam rangka pembiayaan pembangunan
untuk dapat terciptanya kemandirian dalam bernegara. Satu fungsi pajak
adalah untuk memberi pendanaan terhadap pembangunan nasional bagi

kemaslahatan masyarakat dan juga sebagai upaya percepatan ekonomi. Para



ahli seperti P.J.A. Andriani dalam (Brotodihardjo R. Santoso, 1998) telah

mengemukakan batasan-batasan pajak yang dapat diuraikan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang
gunanya adalah - untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

’

berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.’

Edwin R.A Slegman, seorang ahli yang mengemukakan lebih lanjut
terkait pengertian atas pajak melalui tulisannya yang diberi judul “Essay in

Taxation”, pajak memiliki definisi sebagai berikut:

“Tax is ‘compulsory contribution from the person to the government
to defray the expenses incurred in the common interest of all, without

reference to special benefit conferred ™.

Dilihat dari fungsinya, terdapat dua fungsi utama dari pajak, antara
lain:" fungsi budgetair (kata kunci: pendanaan/pembiayaan) dan fungsi
regular (kata kunci:-pengaturan).-Fungsi-budgetair berarti pajak memiliki
fungsi sebagai salah satu sumber untuk mengumpulkan penerimaan (dana)
yang mana diperuntukkan bagi pembiayaan atas keperluan yang harus
dilakukan pengeluaran dana dari pemerintah. Sedangkan, fungsi reguler
berarti pajak merupakan salah satu media dalam melakukan pengaturan dan

pelaksanaan kebijakan di ranah sosial ekonomi.

1 Agung, Mulyo, “Perpajakan Indonesia, Teori dan Aplikasi”’, Dinamuka IImu, Jakarta, 2007,
halaman 23



Salah satu instumen fiskal yang dapat mestimulasi perekonomian
sebagaimana di jelaskan diatas adalah pajak, demi mendukung jalannya
pemerintahan dan membangun negara. Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara. Pajak bersubjekan orang pribadi
ataupun badan, dimana memiliki sifat memaksa yang didasarkan oleh UU dan
tidak memperoleh imbalan secara langsung yang berguna untuk keperluan
negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?. Kontribusi pajak dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menempati porsi terbesar
sebagaimana dapat dilihat dalam data APBN dengan tiga tahun kurun waktu

sejak 2019 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1°3
Kontribusi Pajak dalam Postur APBN
o Tahun
Kontribusi 2019 2020 2021
5 Penerimaan Pajak 1,786.40 1,404.50 1,444.50
% Penerimaan Negara Bukan Pajak 378.30 294.10 298.20
Hibah 0.40 1.30 0.90
Jumlah 2,165 1,700 1,744

*dalam Trilyun-Rupiah

Berlandaskan data yang dicantumkan pada tabel diatas, pajak
merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Seiring dengan hal
tersebut, untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, pemerintah
Indonesia terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui perluasan basis

pajak, memperkuat pengawasan serta melakukan penegakan hukum yang

2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007
3 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Informasi APBN 2021,
https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf;


https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf

dapat ditemui dalam berbagai kebijakan salah satunya adalah pengampunan

pajak atau yang dipopulerkan dengan nama Amnesti Pajak (Tax Amnesty).

Program Tax Amnesty secara teori merupakan suatu program
penghapusan kewajiban atas pajak terutang, tanpa pemberian sanksi
administrasi ataupun sanksi pidana dalam ranah perpajakan. Pengampunan
Pajak memberikan pembebasan kewajiban atas Pajak
Penghasilan(PPh), Pajak Pertambahan Nilai(PPN), dan juga Pajak
Pertambahan Nilai Barang Mewah(PPNBM)*. Di Indonesia, sudah menjadi
rahasia umum bahwa terdapat kekayaan atau harta atas warga negara
Indonesia yang disimpan di negara luar dalam rangka menghindari pajak.
Diharapkan dengan diterapkannya suatu kebijakan Tax Amnesty dapat
mendorong pihak-pihak yang ikut menikmati hasil pembangunan negara dari
pajak namum belum membayar pajak kekayaannya secara optimal, dapat

menunaikan kewajibannya dengan mudah dan terhindar dari sanksi.

Jika dilihat pada negara-negara lain di_luar-Indonesia, tax amnesty
kerap menjadi suatu media dalam rangka menarik penerimaan negara melalui
suatu kebijakan-atas pajak dengan-waktu-yang cukup singkat. Kebijakan ini
dipicu oleh semakin banyaknya upaya yang dilakukan untuk menghindari
pajak. Melalui kebijakan ini, benefit utama yang dapat diperoleh adalah
sumber dana, terutama dengan menarik kembali atas harta yang disimpan di
luar negeri. Namun suatu kebijakan tidak akan luput dari kelemahan. Jika

melihat dari sisi jangka panjang, kelemahan dalam kebijakan ini akan

4 Undang-undang Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak



berdampak tidak baik misalnya penurunan kepatuhan sukarela bagi Wajib
Pajak yang patuh. Hal ini dapat mungkin terjadi apabila pelaksanaan program

dilaksanakan kurang tepat oleh pemerintah.®

Terdapat penelitian yang dilakukan (Enste & Schneider, 2002),
dimana besarnya persentase kegiatan ekonomi terselubung di negara maju
menyentuh persentasi antara 14% sampai dengan 16% dari Produk Domestik
Bruto (PDB), dan juga pada negara berkembang yang persentasenya

mencapai antara 35% sampai dengan 44% dari PDB.

Yang dimaksud terselubung adalah dimana penghasilan tidak
dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan(SPT) Pajak Penghasilan yang
mengarah atau terindikasi memiliki arah ke penyelundupan pajak atau yang

dikenal secara umum dengan sebutan tax evasion.

Dengan adanya fenomena penyelundupan pajak, maka
mengakibatkan terciptanya ketidakadilan pada masyarakat atau Wajib Pajak
sehingga beban pajak yang-ditanggung oleh Wajib Pajak yang jujur malah

semakin besar.

Negara yang terdapat banyak penyelundupan pajak didalamnya
berpotensi atas hilangnya banyak penerimaan pajak yang seharusnya dapat
digunakan untuk pembangunan fasilitas publik, pembiayaan terkait

pendidikan, dana untuk fasilitas kesehatan, pengentasan kemiskinan dan

% Urip santoso dan Justina Setiawan, “Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara :
Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia”, Kopertis, Jakarta, 2009.



program-program pemerintah lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itulah muncul pemikiran untuk menerapakan pajak pada
potensi pajak yang telah diselubungkan tersebut melalui program

pengampunan pajak®.

Dalam pelaksanaanya, pengampunan pajak yang telah dijalankan oleh
pemerintah dilaksanakan melalui UU Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun

2016 berlaku efektif sejak 1 Juli 2016, didasari-oleh asas berikut’:

1. Kepastian hukum, yang berarti pelaksanaan program harus dapat
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dengan berlandaskan
jaminan atas kepastian hukum.

2. Keadilan, yang berarti pelaksanaan Pengampunan Pajak harus
memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari
setiap pihak yang terlibat.

3. Kemanfaatan, -yang berarti elemen dalam mengatur kebijakan
pengampunan pajak —harus-—memiliki- manfaat baik untuk
kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, terutama untuk
kesejahteraan.

4. Kepentingan nasional, yang berarti kepentingan bangsa, negara,
dan masyarakat terhadap pelaksanaan program harus diutamakan

di atas kepentingan lainnya.

® Erwin Silitonga, “Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan pajak, dan Referandum”, Makalah,
Jakarta, 2006.
" Direktorat Jenderal Pajak, Amnesti Pajak, https://pajak.go.id/id/amnesti-pajak-10


https://pajak.go.id/id/amnesti-pajak-10

Selain itu, secara tertulis penyusunan UU Pengampunan Pajak

memiliki latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut®:

1. “Bahwa sumber utama melalui media penerimaan pajak
merupakan sumber pembangunan nasional Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan bertujuan untuk memakmurkan
seluruh rakyat Indonesia secara merata dan adil.

2. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan terkait penerimaan
pajak yang terus naik, diperlukan kesadaran dan kepatuhan
masyarakat melalui optimalisasi-selusuh potensi dan sumber
daya tersedia.

3. Bahwa kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk
melaksanakan kewajiban perpajakan mereka harus ditingkatkan,
karena ada kemungkinan harta mereka, baik di dalam maupun di
luar negeri belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

4. Bahwa penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian
perfu-ditingkatkan, serta kepatuhan dan kesadaran masyarakat
dalam pelaksanaan —kewajiban® perpajakan dapat juga
diakomodir dengan menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang berada pada poin
sebelumnya, maka pembentukan Undang-Undang tentang

Pengampunan Pajak perlu dilakukan .

8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Op.cit.



Tax Amnesty Dberdasarkan UU Pengampunan Pajak dapat
dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak. Adapun, terdapat pengecualian
dalam UU pengampunan pajak “bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan
penyidikan, sedang dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman
pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan”. Skema program ini
dilaksanakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan.
Tarif tebusan ditawarkan dengan variatif yang dibagi dalam beberapa periode.
Semakin cepat memanfaatkan program tersebut, semakin rendah tarifnya.
Sebaliknya, apabila Wajib Pajak memanfaatkan program Tax Amnesty pada
periode terakhir maka tarif tebusannya semakin tinggi. Berikut rincian jenis

dan tarif tebusan dalam program ini:

1. "Repatriasi atau Deklarasi dalam Negeri: 2%, 3% atau 5%
2. Deklarasi Luar Negeri: 4%, 6% atau 10%
3. UMKM dengan deklarasi nilai harta sampai dengan 10 M: 0.5%

4. UMKM dengan deklarasi nilai harta lebih dari 10 M: 2%

“Bagi Wajib_Pajak yang-mengindahkan program ini, akan diberikan

fasilitas sebagai berikut®”:

1. “Dihapuskannya pajak terutang apabila belum diterbitkan
ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan
mapupun sanksi pidana di bidang perpajakan, yang berlaku

untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun

® Direktorat Jenderal Pajak, Amnesti Pajak, https://pajak.go.id/id/amnesti-pajak-10, Op.cit.


https://pajak.go.id/id/amnesti-pajak-10

pajak, dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak
terakhir;

2. Dihapuskannya sanksi administrasi perpajakan berbentuk bunga
atau denda, bagi kewajiban perpajakan atas masa pajak, bagian
tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak
terakhir;

3. Terbebas dari pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan bukti
permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun
pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak
terakhir; dan

4. Dilakukannya . penghentian pemeriksaan pajak termasuk
didalamnya pemeriksaan bukti permulaan (bukper) dan
penyidikan tindak pidana pada bidang perpajakan dalam hal
Wajib Pajak sedang dalam proses tersebut sampai dengan akhir
tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan, yang

berkaitan-dengan kewajiban PPh-dan PPN/PPnBM.”’

Dilansir dari suatu majalah ekonomi dan kebijakan publik yang
berjudul “Evaluasi pelaksanaan program pengampunan pajak periode
pertama”®?, “bahwa sampai dengan 31 Agustus 2016 atas perolehan uang
tebusan dari pengampunan pajak terkumpul hanya Rp3,1 triliun, atau 1,9%

dari target uang tebusan yaitu senilai Rp165 triliun .

10 Meilani, Hilma, “Evaluasi pelaksanaan program pengampunan pajak periode pertama”, Pusat
Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016, halaman 14



Berdasarkan uang tebusan yang diterima, diketahui bahwa sebesar
77,4% yaitu Rp2,4 triliun bersumber dari Wajib Pajak pribadi non-UKM, 6%
yaitu senilai Rp179 miliar dari Wajib Pajak UMKM, sedangkan uang tebusan

dari perusahaan besar dengan persentase 14% yaitu Rp432 miliar.

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi tujuan utama dilakukannya
pengampunan pajak adalah untuk menarik dana dari WNI yang berada di luar
negeri, namun pada penerimaannya persentase terbesar berasal dari dalam
negeri. Alasan utamanya bisa terjadi adalahtidak mudahnya untuk
meyakinkan para pemodal agar membawa kembali asetnya dari luar negeri.
Hal ini dikarenakan adanya factor psikologis karena secara tidak langsung
terungkap sebagai pelaku yang melakukan penyembunyian harta atau telah
melakukan penunggakan pajak. Terdapat pula faktur penghambat dari negara
luar yang memilliki kecenderungan untuk menahan repatriasi modal atas aset

mereka untuk dialihkan ke Indonesia.

Data statistik pengampunan pajak yang-berasal dari halaman resmi
Kementerian-Keuangan-(DJP) menunjukan bahwa “realisasi pengampunan
pajak-mengalami-peningkatan saat mau berakhirnya periode pertama. Total
dari penerimaan uang tebusan yang diterima berdasarkan surat pernyataan
harta sejak dimulainya pelaksanaan pengampunan pajak hingga tanggal 21
September 2016 mencapai angka Rp36,3 triliun atau 22% dari target senilai

Rp165 triliunt'”.

11 Meilani, Hilma, “Evaluasi pelaksanaan program pengampunan pajak periode pertama”, Pusat
Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016, halaman 14
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Dilansir lebih lanjut bahwa “komposisi atas harta yang di peroleh
telah mencapai Rp1.300 triliun dengan pembagian proporsi senilai Rp878
triliun yang berasal dari dalam negeri (67,54%), Rp350 triliun dari luar
negeri (26,92%), dan Rp71,3 triliun dari repatriasi aset yang berasal di luar
negeri (5,48%). Berdasarkan surat setoran pajak yang diterima, total nilai
realisasi mencapai-angka Rp36,3 triliun, dimana termasuk dengan
pembayaran tebusan amnesti pajak, pembayaran atas tunggakan pajak, dan
juga pembayaran atas penghentian pemeriksaan bukti permulaan. Sampai
dengan pertengahan September 2016 tercatat bahwa sebanyak 111.156
Wajib Pajak (WP) telah mengikuti .pengampunan pajak, yang mana
meningkat dibandingkan dengan akhir bulan Agustus yang jumlahnya baru
mencapai 22.017 WP. Jumlah penyertaan harta atas dilaksanakannya
pengampunan pajak telah sampai angka Rp1.300 triliun atau 32,5% dari

yang ditargetkan oleh pemerintah dengan total senilai Rp4.000 triliun "2,

Selain manfaat yang-dapat dimanfaatkan-oleh \Wajib Pajak, terdapat
konsekuensi bagi-Wajib-Pajak yang diatur.dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal
18 ayat (3) UU Pengampunan-Pajak. Konsekuensi berdasarkan pasal tersebut
menyebutkan bahwa “untuk Wajib Pajak yang telah mengikuti program Tax
Amnesty, kemudian dikemudian hari ditemukan terdapat data atau informasi
yang menyatakan adanya harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam
Surat Pernyataan, maka atas harta tersebut akan dianggap sebagai

tambahan penghasilan yang merupakan objek atas Pajak Penghasilan,

12 Meilani, Hilma, “Evaluasi pelaksanaan program pengampunan pajak periode pertama”, Pusat
Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016, halaman 14

11



mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan. Kemudian atas nilai PPh tersebut ditambah adanya sanksi
sebesar 200% (dua ratus persen) yang merupakan administrasi perpajakan

berupa kenaikan ”.

Konsekuensi tersebut dipertegas dengan disahkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 36 tahun 2017 yang mana mengatur lebih lanjut atas

pengenaan tarif terhadap harta yang dimaksud.

Sebagaimana dijelaskan bahwa PP 36/2017 mengatur pelaksanaan
lebih lanjut terkait Pasal 18 UU Pengampunan Pajak, hal itu merupakan
konsekuensi bagi peserta pengampunan pajak yang dapat muncul jika pada
dikemudian hari ternyata ditemukan harta tambahan yang belum dilaporkan
pada periode sebelum program pengampunan pajak sampai dengan periode

terakhir program pengampunan pajak berakhir.

Namun, jika diperhatikan pada UU Pengampunan Pajak yang
merupakan induk dari PP 36/2017 ternyata tidak terdapat instruksi mengenai

pengaturan lebih lanjut terutama Pasal 18 tersebut.

Undang-undang sejatinya-adalah-implementasi asas legalitas, nullum
delictum nulla poena sinne praevia lege poenali bagi kehidupan berbangsa
dan bernegara Hal ini dapat diartikan, suatu pihak tidak dapat dihukum, tanpa

adanya ketentuan yang mendahului atas perbuatan yang dilarang tersebut.

12



Selain untuk terciptanya kepastian hukum, fungsi asas legalitas dibagi
menjadi dua fungsi lainnya, yaitu sebagai tolak ukur keabsahan tindakan dari

penguasa, dan sebagai jaminan perlindungan bagi subjek hukum di negara®®.

Prof. Siti Sundari Rangkuti mengungkapkan bahwa undang-undang
memiliki posisi yang penting. “Undang-undang merupakan landasan hukum
yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh
Pemerintah. Legal policy yang dituangkan dalam undang undang menjadi
sebuah sarana rekayasa sosial yang memuat kebijaksanaan yang hendak
dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilainilai

baru”*

Sudah “semestinya pembentukan suatu undang-undang dan
pengaturannya yang merujuk pada undang-undang dapat menjunjung tinggi

asas kecermatan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan diaturnya lebih
lanjut UU Pengampunan Pajak tanpa adanya instruksi langsung dari
induknya, terutama atas Pasal 18 yang diatur melalui PP 36/2017 merupakan

suatu fenomena hukum yang dapat diteliti lebih lanjut.

Setelah beberapa tahun sejak pelaksanaan Tax Amnesty pada tahun
2016, pada Oktober 2021, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan

Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

BB ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), “Position Paper Advokasi RUU
KUHPSeri#l Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP”

14 Siti Sundari Rangkuti, “Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (edisi
ketiga)”, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, halaman 12.
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Perpajakan (UU PPS) yang salah satu poinnya adalah Program Pengungkapan

Sukarela (PPS) serupa dengan prngampunan pajak yang telah dilaksanakan.

Namun hingga saat ini, UU Pengampunan Pajak masih berlaku dan
tidak kurung dicabut. Hal ini mengakibatkan ketentuan mengenai sanksi
kenaikan sebesar 200% atas harta yang belum diungkap berdasarkan UU
Pengampunan Pajak, masih dapat menjerat Wajib Pajak. Hal ini juga
diperkuat dengan tidak diaturnya batas waktu daluwarsa penagihan dalam UU

Pengampunan Pajak.

Teori keadilan dalam perspektif penegakan hukum dikemukakan oleh
Stuart Hampshire. Beliau berpendapat bahwa penegakan hukum di dunia
sering mengabaikan aspek substansi terhadap persoalan hukum yang
dihadapi. Hal ‘ini dikarenakan faktur penegak hukum yang cenderung
menghabiskan waktunya untuk berdebat soal prosedur, sendangkan tidak

mengkaji lebih lanjut soal-soal yang bersifat substansial.

Oleh karena demikian, dalam penegakan hukum harus ada aspek
prosedur dan aspek-substansi yang memperoleh porsi perhatian yang sama.
Stuart-Hampshire juga mengajukan teori-keadilan nya yang berlandaskan
pada sifat aturan hukum, dimana pada akhirnya menciptakan dua jenis
keadilan, yaitu keadilan procedural (procedural justice) dan keadilan

substansif (substantive justice).

Berdasarkan teori tersebut, penulis akan membahas lebih lanjut dalam
penelitian terkait keadilan substansif atas penerapan pelaksanaan pada UU

nomor 11 tahun 2016 yang tidak menyebutkan daluarsa atas penerapan pasal

14



18 ayat (1) dan ayat (3) nya dengan melakukan komparasi terhadap Pasal 13
ayat 1 UU-KUP yang mengatur bahwa daluwarsa penagihan pajak adalah

selama lima (5) tahun.

Berdasarkan uriaan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk membahas lebih dalam melalui kacamata keadilan hukum terkait
pelaksanaan program pengampunan pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal

18 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang nomor 11 Tahun 2016.

1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah atas pemaparan latar belakang di atas sehubungan

dengan kedua undang-undang perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Pengampunan
Pajak Nomor 11 Tahun 2016 sudah sesuai dengan asas keadilan hukum?
2. Apakah daluwarsa pelaksanaan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang
Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 sudah sesual dengan asas
keadilan hukum?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan darrpenelitian-ini-berdasarkan rumusan masalah yang telah

diuraikan di atas merupakan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan program Pengampunan Pajak ditinjau dari asas
keadilan hukum.
2. Menjelaskan daluwarsa atas pelaksanaan UU Pengampunan Pajak

Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 18 ayat 3 ditinjau dari asas keadilan hukum.
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1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian atas kedua undang-undang perpajakan tersebut
ditinjau dari sisi teoritis dan sisi praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis atau akademis adalah
untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai keadilan
hukum terkait pelaksanaan program pengampunan pajak, sebagaimana
diatur dalam Undang Undang Pengampunan Pajak nomor 11 Tahun
2016 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3). Selain itu, penelitian ini

juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat bermanfaat dalam
memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait mengenai keadilan
hukum terkait pelaksanaan program pengampunan pajak, sebagaimana
diatur dalam Undang Undang Pengampunan Pajak nomor 11 Tahun

2016 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3).

1.5. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini, Penulis menguraikan pembahasan dalam
sistematika penulisan yang saling berkaitan dan berisikan atas lima (5) bab
sebagai berikut:
BAB1 PENDAHULUAN
Bab Pendahuluan akan menggambarkan latar belakang

pelaksanaan Tax Amnesty berdasarkan Undang-undang Nomor 11
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Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan dalam hal kadaluwarsa penagihan pajak ditinjau
dari aspek keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pada bab ini
akan diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka akan berisi teori, konsep maupun
tinjauan pustaka yang relevan yang.akan digunakan sebagai alat
analisa dalam penelitian ini. Pada bab ini juga akan berisi landasan

konseptual yang berhubungan dengan hukum dan perpajakan.

BAB Il METODOLOGI PENELITIAN

Bab Metodologi  Penelitian akan menguraikan proses
penelitian meliputi. Dalam hal ini uraian yang dibahas adalah jenis
penelitian, metode pengumpulan data; narasumber atau informan

dan batasan penelitian'dan-teknik analisa data yang digunakan.

BAB 1V PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab Pembahasan dan Analisa akan memberikan uraian atas
rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh Penulis. Dalam hal ini
akan menjelaskan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) pada
Undang Undang nomor 11 Tahun 2016 dan juga melakukan analisa

terkait kadaluwarsa penagihan pajak dalam Undang-undang Nomor
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28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

ditinjau dari asas keadilan hukum.
BABV PENUTUP

Bab Penutup akan terbagi menjadi dua sub-bab yaitu

Kesimpulan dan Saran atas hasil penelitian. Pada sub-bab
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